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SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/111/15242/2021
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI
MASYARAKAT RENTAN DAN MASYARAKAT LAINNYA YANG BELUM MEMILIKI
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah
telah menetapkan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), salah satunya berupa masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tersebut dibutuhkan pendataan sasaran
yang akan dimasukan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang
memuat nama dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan.

Dalam implementasi pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang termasuk dalam
kelompok rentan, terdapat kendala administratif terkait pemenuhan data kependudukan.
Untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target
kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK), diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-
19 untuk memudahkan akses kelompok masyarakat tersebut pada tempat pelaksanaan
vaksinasi di masing-masing daerah, sehingga tujuan pembentukan kekebalan kelompok
di masyarakat (herd immunity) dapat tercapai.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan
terkait dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat
lainnya yang belum memiliki NIK.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

2.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1146);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
beberapa hal untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 pada kelompok
masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
berkoordinasi dengan Instansi, Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota terkait dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat
rentan, seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni
lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainnya yang
belum memiliki NIK.

2. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat
lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota memastikan agar instansi dan perangkat daerah terkait seperti
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian
Agama, Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi COVID-19 yang
belum memiliki NIK.
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3. Pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat
dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu
lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan
kebutuhan NIK dapat terpenuhi.

4. Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi
COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK
dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Apabila
kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 masih belum mencukupi, maka
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19
kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Tembusan:

Menteri Kesehatan

Menteri Dalam Negeri

Menteri Hukum dan HAM

Menteri Sosial

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Gubernur seluruh Indonesia

Bupati/Walikota seluruh Indonesia
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